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Abstract. There are three inheritance law systems in Indonesia that apply, namely inheritance law based on civil 
inheritance law, Islamic inheritance law and customary inheritance law. To this day, customary inheritance law 
still has a strong influence and is still applied in various regions in Indonesia even though the majority have 
adhered to Islam. This shows the complexity of the inheritance law system in Indonesia, which reflects the 
country's cultural and religious diversity. The differences between these three inheritance laws explain the reason 
why unification between these three inheritance laws is very difficult or impossible in Indonesia. This also makes 
it difficult to implement the regulations of The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (CEDAW) to eliminate discrimination against women which is still often found in the inheritance 
law system in Indonesia. 
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Abstrak. Hukum waris di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris 
berdasarkan hukum waris Perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris Adat. Hukum waris adat sampai hari ini 
juga masih kental pengaruhnya dan bahkan masih diterapkan di berbagai daerah di Indonesia meskipun mayoritas 
sudah menganut agama Islam. Hal ini menunjukkan kompleksitas sistem hukum waris di Indonesia, yang 
mencerminkan keragaman budaya dan agama di negara ini. Perbedaan antar tiga hukum waris ini yang 
menjelaskan alasan mengapa unifikasi antar tiga hukum waris ini sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan di 
Indonesia. Hal ini juga yang mempersulit penerapan peraturan The Convention on the Elimination of All Forms 
of Discriminations against Woman (CEDAW) untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang masih 
seringkali ditemukan di sistem hukum waris di Indonesia. 

Kata Kunci: Pewarisan, Hukum Waris, Unifikasi, Diskriminasi 
 
 
 
LATAR BELAKANG 

Perkawinan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Indonesia mengatakan bahwa perkawinan 

yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan kepercayaan agama masing-masing. Perkawinan erat kaitannya dengan 

pewarisan karena adanya harta bersama dan harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan 
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dan sebelum perkawinan dan hak-hak terkait pewarisan. Pewarisan merupakan perpindahan 

hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli 

warisnya.  

Hukum waris merupakan elemen integral dari hukum perdata secara menyeluruh dan 

merupakan subyek terkecil dalam hukum kekeluargaan . Keterkaitan yang erat antara hukum 

waris dengan kehidupan manusia telah terbukti sepanjang sejarah karena setiap individu 

dihadapkan pada peristiwa tak terhindarkan yang disebut kematian. Dampak hukum yang 

muncul setelah peristiwa kematian contohnya seperti masalah pengelolaan serta pemindahan 

hak-hak dan kewajiban individu yang meninggal dunia menjadi perhatian utama. 

Wirjono Prodjodikoro berpendapat hukum waris dapat didefinisikan sebagai peraturan 

yang mengatur posisi harta kekayaan seseorang setelah kematiannya (Pewaris), serta 

mekanisme transfer harta tersebut kepada pihak lain (Ahli Waris) . 

Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yakni sistem hukum waris 

Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki 

perbedaan yang signifikan, seperti dalam hal sistem kekeluargaan, konsepsi kewarisan, harta 

peninggalan ahli waris, pembagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris, dan sistem 

hibah. Betrand TerHaar berpendapat bahwa hukum waris Islam diatur berdasarkan Al-Quran, 

hadis, dan ijtihad, berbeda dengan hukum waris adat yang merupakan proses turun-temurun 

dalam penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil . 

Peraturan hukum waris menempati posisi sentral dalam kerangka hukum sipil yang 

melingkupi berbagai belahan dunia dengan kuasa yang tak terbantahkan. Fungsi substansial 

dari hukum waris ini adalah untuk menata dan mengatur perpindahan hak kepemilikan aset-

aset materiil, hak-hak, dan beban tanggung jawab seseorang kepada penerus-penerusnya 

setelah sosok individu tersebut telah melanglang buana keabadian . Terlepas dari prinsip-

prinsip mendasar yang membentuk hukum waris sejak zaman purbakala, masa modern 

memunculkan tantangan-tantangan baru yang meresap dalam jaringan masyarakat akibat 

gejolak perubahan yang luar biasa terjadi di berbagai bidang, seperti lautan sosial yang 

berubah-ubah, demografi yang bergerak dinamis, dan ekonomi yang terus berkembang. 

Bushar Muhammad berpendapat bahwa keberadaan hukum adat harus disesuaikan 

dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat merupakan hasil karya 

masyarakat tertentu yang bertujuan untuk menciptakan tata tertib, keadilan, dan kesejahteraan 

sosial. Hukum adat itu tidak boleh bersifat stagnan dan konservatif, melainkan harus fleksibel 

dan mampu beradaptasi dengan perubahan situasi atau kondisi tertentu (plastis). 
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Adanya kebutuhan bagi individu untuk memahami secara jelas ketentuan hukum 

mengenai pewarisan, baik dari perspektif hukum Islam maupun adat, sebaiknya tidak 

ditangguhkan hingga timbulnya sengketa warisan, melainkan harus dipahami sejak awal. Ini 

disebabkan karena seringkali kejadian hukum semacam itu terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Hukum pewarisan Islam dan adat memiliki peraturan yang khas dalam mengatur 

masalah warisan. Di masyarakat Kecamatan Natal, kecenderungan dalam pembagian warisan 

lebih berdasarkan kesepakatan antara para ahli waris sesuai dengan tradisi yang berlaku. 

Fenomena ini menjadi menarik untuk diselidiki lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang 

berjudul: “Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional”. 

KAJIAN TEORITIS 

Subjek dan Objek Pewarisan dalam Keluarga 

Seluruh anggota dalam keluarga juga diharuskan tinggal secara bersama-sama di bawah 

satu atap. Dalam hal ini mengenai keluarga diatur pada Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 

1974 keluarga dipahami menjadi suatu kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari 

keterlibatan semua orang dalam memainkan peran, baik itu sebagai suami dan istri, orang tua 

dan anak, maupun anak dan saudara. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga 

diharapkan dapat berperan penting dalam mempertahankan suatu kebudayaan bersama, 

sebagaimana juga dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 . 

Objek Hukum Waris  

Objek hukum waris pada dasarnya adalah harta kekayaan yang dialihkan dari pewaris 

kepada ahli waris. Harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut dapat berupa barang nyata 

dan/atau tagihan/piutang kepada pihak ketiga. 

Pewarisan menurut KUH Perdata 

KUH Perdata menggabungkan hak kebendaan dengan hukum waris dalam buku II, 

dengan alasan bahwa pewarisan merupakan salah satu cara seseorang memperoleh hak 

kebendaan diatur dalam pasal : 

1. Hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 

KUH Perdata yang isinya : 

“Atas suatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, 

baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, 

baik hak gadai atau hipotik”. 
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2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang 

dirumuskan dalam Pasal 584 KUH Perdata yang isinya : 

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan 

dengan pemilikan, karena pelekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik 

menurut undang-undang, mapun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau 

penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, 

dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.” 

Pewarisaan menurut Hukum Islam dan Adat 

     Pewarisan melibatkan beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan 

sebagai peristiwa waris. Terdapat tiga unsur utama dalam pewarisan: pewaris, harta warisan, 

dan ahli waris. Pewaris adalah individu yang mewariskan harta warisan, sedangkan harta 

warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hukum waris adalah suatu hukum 

yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan cara 

pembagiannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya . 

Keberadaan Sifat Generalisasi di antara Keragaman Pewarisan 

Hukum adat masih ada dalam masyarakat Indonesia yang memungkinkan sistem 

patriarki sangat mempengaruhi hukum adat Indonesia kecuali pada masyarakat silsilah orang 

tua. Meskipun terdapat pergeseran ke arah konsep somah dalam suatu putusan pengadilan, 

namun faktanya dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal, hukum adat menjadi bagian yang 

kuat dalam kehidupan mereka. Hal ini mempersulit penerapan peraturan CEDAW untuk 

menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat budaya . 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penemuan Diversity Pewarisan dalam Hukum Positif di Indonesia 

Sejak tahun 1945 unifikasi dan modernisasi selalu menjadi motif utama perubahan 

hukum. Para pemimpin Indonesia menghadapi tantangan untuk membangun sistem hukum 

yang koheren di negara yang majemuk tanpa menghilangkan etnisitas, praktik budaya, dan 

sosial masyarakatnya. 

Kaum pluralis berpendapat bahwa hukum waris sepakat untuk menempatkan 

kedudukan hukum waris pada hukum pluralistik. Sehubungan dengan penyatuan hukum waris, 

menurut Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan:19 “Sulitnya penyatuan hukum nasional 

disebabkan karena negara ini, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, dibangun atas 

kepentingan penyelenggaraan negara-bangsa. hidup di atas pluralisme sosial budaya. 
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Dalam situasi seperti ini tentu tidak bisa dipungkiri akan terjadi konflik kepentingan 

dari masing-masing pihak. Permasalahan tersebut semakin melebar yang kemudian 

menimbulkan konflik penggunaan hukum waris, yaitu apakah akan digunakan hukum waris 

Islam, atau hukum waris adat, atau hukum waris perdata 

Sistem hukum waris di Indonesia terdiri dari hukum waris Adat, hukum waris Islam, 

hukum waris Perdata. Masing-masing sistem ini memiliki aturan dan mekanismenya sendiri 

dalam hal pembagian warisan termasuk dalam hal pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan 

surat pewaris. Dalam hukum waris adat pihak yang berwenang mengeluarkan surat pewaris 

adalah lurah, kepala desa, atau pemangku adat. Surat pewaris dikeluarkan berdasarkan 

musyawarah mufakat para ahli waris sesuai dengan adat setempat. Di dalam beberapa adat 

yakni tokoh agama seperti pendeta atau pemuka adat juga dapat dilibatkan dalam proses 

pembuatan surat pewaris.  Dalam hukum waris Islam pihak yang berwenang mengeluarkan 

surat pewaris adalah hakim atau petugas di Pengadilan Agama sesuai dengan faraid (porsi 

warisan) yang telah ditentukan. Dalam hukum waris Perdata pihak yang berwenang 

mengeluarkan surat pewaris adalah pengadilan negeri di tempat tinggal terakhir pewaris. 

Tetapi ada kaidah yang biasa dijadikan sebagai landasan menjadi suatu hak dalam 

keluarga agar dapat memilih hukum waris yang memiliki kesesuaian untuk suara peristiwa 

perkawinan dengan kronologi apabila tidak terjadi sengketa waris maka masyarakat diberikan 

hak untuk memilih hukum waris yang akan digunakan dengan sebuah kesepakatan para pihak. 

Sementara itu, jika terjadi sengketa yang bermuara di pengadilan, maka hakim yang akan 

menentukan hukumnya. Bahwa pilihan hukum dalam pewarisan menjadi penting dalam rangka 

pembangunan hukum nasional karena dengan memberikan pilihan subsistem hukum yang 

sama bagi masyarakat yang berbeda dan terlebih lagi menegasikan subsistem hukum yang lain, 

justru akan memperlebar jarak antara hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat . 

Perlindungan Hukum bagi Gender yang dirugikan 

Berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris adat, pewarisan menurut hukum 

waris perdata telah diatur dalam KUH Perdata yang telah dikupas dengan rinci dengan 

keberadaan surat wasiat dan pembagian warisan yang terkait, oleh karena itu hukum waris 

perdata dinilai bersifat adil dan tidak ada pihak gender yang merasa dirugikan. 

Upaya penyatuan hukum waris yang berlaku secara nasional harus segera dimulai, 

selain menghindari konflik keluarga, memberikan kepastian hukum, serta memperbarui hal-hal 

yang dianggap tidak adil dalam sistem hukum waris yang ada. Pola penyusunan hukum waris 
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nasional ke depan dapat menggunakan pandangan Sociological Yurisprudence dari Roscoe 

Pound. Menurut Pound, hukum yang baik (tertulis) adalah hukum yang sesuai dengan hukum 

yang hidup di masyarakat. Adanya kompromi yang cermat antara hukum tertulis (dari proses 

legislasi nasional) dengan kebutuhan hukum masyarakat hukum, hal ini demi kepastian hukum 

dan hukum yang hidup sebagai bentuk apresiasi terhadap pentingnya peran masyarakat dalam 

pembentukan hukum dan orientasi hukum. Prinsip pentingnya keseimbangan antara hukum 

formal dan hukum yang hidup. 

Setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) subsistem, yaitu substansi hukum, struktur 

hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum waris mengacu pada aturan-aturan dan asas-asas 

yang mengatur pembagian harta benda, harta benda atau kekayaan seseorang setelah meninggal 

dunia. Substansi hukum waris bisa berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, dan 

terkadang juga bisa berbeda-beda tergantung agama, adat istiadat, atau sistem hukum yang 

berlaku. 

Hal ini mencakup kerangka hukum yang mengatur bagaimana undang-undang dibuat, 

diterapkan dan ditegakkan dalam suatu sistem hukum. Struktur hukum dapat bervariasi dari 

adat/budaya ke adat/budaya, begitu pula hukum waris. 

Perbandingan asas-asas hukum waris menurut hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum 

Islam. 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Dalam kesimpulan pada tesis ini memiliki 2(dua) poin kesimpulan sesuai dengan 
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jumlah rumusan masalah, yaitu: 

1) Generalisasi tentang pewarisan di Indonesia dalam berbagai hukum positif yang berlaku 

dianalisis dalam perspektif gender yang mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan sulit diterima oleh hukum adat pada setiap kelompok budaya di Indonesia, 

terutama yang lebih fanatik mengikuti adat dibandingkan agamanya. Dalam hukum Islam 

keseteraan antara laki-laki dan perempuan juga sulit diterima meskipun hukum waris 

mengakui pembagian warisan secara merata, namun tidak berarti setiap ahli waris 

mendapat bagian yang sama karena hukum waris Islam jelas membedakan pembagian 

warisan atas gender laki-laki yang cukup besar bagiannya dari pada gender perempuan. 

Hal ini yang menyebabkan generalisasi tentang pewarisan di Indonesia masih belum bisa 

dilakukan. 

2) Terdapat ketidakseragaman antara sistem pewarisan menurut hukum waris Adat, hukum 

waris Islam, dan hukum waris Perdata. Jika kita mengacu pada peraturan agama, 

khususnya hukum waris Islam dengan melihat mayoritas penduduk Indonesia beragama 

Islam, fanatik budaya lebih kuat dibandingkan fanatik agama di Indonesia, yang mungkin 

dipengaruhi oleh politik memecah belah dan menaklukkan (divide et impera) kolonial 

Belanda dengan menempatkan hukum adat lebih tinggi dari hukum agama. Berbeda 

dengan hukum waris Adat dan hukum waris Islam, hukum waris Perdata tidak terdapat 

perbedaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 

 

Saran 

Dalam hukum waris diperoleh sebuah konklusi bahwa pemahaman tentang keragaman 

hendaknya harusnya dapat menjadi dasar untuk melakukan susunan Undang-Undang. Negara 

dalam hal ini tidak dapat menggeneralisasi masyarakat Indonesia  untuk menjadi suatu definisi 

keluarga yang memiliki sifat homogen. Pemahaman akan mengenai keragaman pada suatu 

keluarga yang banyak ditemukan dalam era ini dan Indonesia dituntut menjadi salah satu 

diantara Negara yang inklusif serta menjunjung tinggi kesetaraan untuk seluruh lapisan 

masyarakat dengan berbagai kasus-kasus permasalahan. 
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